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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
NOMOR (T2 ., 3 /s « [DPMPTSP-BLG/TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAIL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan
publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, bahwa
penyelenggaraan Mal Pelayanan  Publik  bertujuan
mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan
kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan
keamanan pelayanan serta meningkatkan daya saing, juga
memberikan kemudahan berusaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Balangan tentang Standar Pelayanan
Mal Pelayanan Publik Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Repubik Indonesia nomor 28 tahun 1999
tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolust dan Nepotisme ( lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851});

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Tanah B-urnbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);




. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6620);

. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
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Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1357);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan  Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Bupati Balangan Nomor 69 Tahun 2025 Tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BALANGAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
(SP) PENYELENGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
Menetapkan Standar Pelayanan (SP) Penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Balangan sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Balangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 02 Januari 2026

— f, Kepala Dinas,

e Pembina Utama Muda / IVc
"NIP. 19710228 199702 1 002



Lampiran : Keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Balangan Nomor Tahun 2026

Tentang : Penatapan Standar Pelayanan (SP) Penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik Kab. Balangan

Penyelenggaraan Pelayanan Mal Pelayanan Publik Kab. Balangan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan

No Komponen | Uraian

=

1. | Persyaratan KTP
Dokumen persyaratan lainnya sesuai
dengan layanan yang diperlukan

=

2. | Sistem, Mekanisme dan 1. Pemohon datang ke Mal Pelayvanan

Prosedur Publik (MPP) Kab. Balangan dan
mengambil nomor antrian loket yang
dituju.

2. Menunggu panggilan sesuai kode loket
dan nomor antrian

3. Menuju loket layanan dengan
menunjukkan persyaratan yang diminta
dan memberikan  informasi yang
diperlukan.

4. Menerima dokumen pelayanan yang
telah selesai

3. | Jangka Waktu Pelayanan | Menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
- untuk setiap produk layanan
4. | Biaya/Tarif Menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
untuk setiap produk layanan
5. | Produk Layanan Menyesuaikan denﬁan produk laganan yang
diterbitkan pada loket layanan MPP
6. | Penanganan 1. Pengaduan langsung / lisan
Pengaduan Saran dan Disampaikan dengan datang langsung
Masukan kepada Pejabat Fungsional Penata

Perizinan yang menanggani konsultasi

dan pengaduan.

2. Pengaduan Tidak Langsung, melalui :

- Surat dituyjukan kepada Kepala
DPMPTSP dengan alamat Jalan Jend
Akmad Yani Km. 4 Kelurahan Batu
Piring Kecamatan Paringin Selatan,
Balangan 71618

- Kotak saran / pengaduan

Telepon / Fax (0526)2028114

- Website : http:/ /dpmptspbalangan.id

- Email : dpmptsp.balangan@gmail.com

- E-Madu MPP;
https://linktr.ee/PengaduanMPP

3. Penyelesaian Pengaduan Pelayanan

Publik berdasarkan SOP Pelayanan
Pengaduan




B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaaan

No

Komponen

Urailan

1.

Dasar Hukum

“

10.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan  Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (l.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6401);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negaral
Republik Indonesia Nomor 5077);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara;
Perpajakan  sebagaimana telah  diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lernbaran Negara Republik]
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor Y Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negaral
Republik Indonesia Nomor 5025);
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika (Lembaran Negara]
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara  Republik]
Indonesia Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076);
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosiall




11.

12.

13.

14.

15.

i6.

17.

18,

19.

20.

{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
Undang-Undang Nomor & Tahun 2011
tentang Keimigrasian ({Lembaran Negara]
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5216);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal sebagaimanal
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor|
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negaral
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran  Negara;
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6753);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun
2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 345, Tambahan Lembarary
Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tual
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 247, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6445);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan  Gedung (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara  Republik]
Indonesia Nomor 6628);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021
tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,
Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6630]);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negaraj
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesial
Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran)
Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negaral
Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan|
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negaral
Republik Indonesia Nomor 6676);




21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor;
6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
tentang Penvelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7115);
Perat)uran Kepolisian Negara  Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Penerbitan dan Penandaan Surat Izin
Mengemudi.

Sarana dan Prasarana,
dan / atau fasilitas

Ruang Tunggu pemohon dilengkapi
dengan AC dan CCTV

2. Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang
tunggu

3. Mesin antrian elektronik

4. Gerai layanan (Loket Informasi dan
Pengaduan, Loket layanan CS, dan
Loket Pandu OSS).

5. Loket Bank

6. TV informasi layanan, persyaratan dan
mekanisme perizinan

7. Kotak saran / pengaduan

8. Telepon

9. Monitor antrian

10. Charge Box

11. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) online

12. Pengharum ruangan

13. Ram kursi roda dan toilet untuk]
penyandang disabilitas

14. Ruang Laktasi

15. Musholla

16. Areal parkir

17. Genzet

18. Ruang bermain anak

19. Kantin

20. Toilet

Kompetensi Pelaksana 1. JF PP dan JF PKPM
2. JF Analis Kebijakan
3. Pranata Komputer

Pengawasan Internal

Dilaksanakan langsung oleh penaanggung jawab
masing-masing SKPD, Instansi Vertikal,
BUMD dan Badan Hukum Publik (BPJS)

Jaminan Pelayanan

1.

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan
dan produk layanan yang didukung oleh
petugas yang berkompeten di bidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan vang
santun, terampil, cepat dan tepat

Penerapan sistern manajemen mutu ISO
9001:2015

Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN /
Pungli

Penerapan Wilayah Bebas Korupsi {WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM)

Adanya kompensasi pelayanan perizinan

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan

Keamanan  produk layanan  dijamin
dengan menggunakan format khusus
menyesuaikan dengan ketentuan yvang
berlaku

Dokumen dibubuhi tanda tangan elektronik
/ QR Code schingga dijamin keasliannya.




Evaluasi Kinerja
Pelaksana

. Evaluasi kinerja dilakukan melalui

Survei Kepuasan Masyarakat

. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan

langsung terkait kinerja dan kedisiplinan




